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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai Implementasi Peraturan Menteri 

Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak 

Anak yang dilakukan di Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Peneliti dapat 

menyimpulkan beberapa hal terkait dengan pertanyaan penelitian implementasi 

Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kecamatan Batununggal Kota 

Bandung belum berjalan secara maksimal, masih rendahnya pelaksanaan 

implementasi seperti kemampuan organisasi yaitu perangkat Kecamatan 

Batununggal, informasi terkait KLA di Kecamatan Batununggal yang belum 

diketahui banyak pihak, dukungan yang mengalami beberapa hambatan dilapangan 

serta pembagian potensi yang belum berjalan secara baik.  

A. Kemampuan Organisasi 

Kecamatan Batununggal dalam hal kemampuan teknis, kemampuan menjalin 

relasi (koordinasi), meningkatkan pelayanan, dan kemampuan memahami SOP 

serta memahami kesesuaian tujuan dengan program yang dilakukan oleh 

Kecamatan Batununggal kepada pihak yang terkait dalam kebijakan tersebut 

(kelurahan, lembaga seperti puskesmas,posyandu,RT,RW dan masyarakat) 

masih dapat dikatakan lemah, karena pengetahuan perangkat kecamatan, 

perangkat kelurahan, dan aktor lainnya masih rendah terkait pemahaman dan 
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pembagian tugas kebijakan pengembangan kota layak anak di wilayah tersebut. 

Walaupun dalam praktiknya DP3A,LPA dan Forum Anak memahami tentang 

KLA secara baik dan pembagian tugas telah dilakukan secara terstruktur sesuai 

tugas dan keahliannya masing.masing, fakta di lapangan menyatakan bahwa 

pemahaman terkait KLA hanya berjalan dengan baik di level gugus tugas saja. 

 

B. Informasi 

Pembagian informasi terkait Kebijakan KLA di Kecamatan Batununggal masih 

sangat rendah, mengingat hampir seluruh  narasumber yang dimintai keterangan 

masih belum mengetahui adanya Kebijakan KLA. Berbeda dengan gugus tugas 

KLA yang paham akan kebijakan tersebut dan menyebutkan bahwa mereka 

telah melakukan sosialisasi melalui media massa/ media cetak secara bertahap 

ataupun melalui acara yang bertemakan anak. Tetapi hal tersebut tidak berjalan 

baik di wilayah Kecamatan Batununggal. Tingkat informasi Kebijakan KLA di 

daerah tersebut masih sangat rendah. Informasi yang diberikan oleh kecamatan 

biasanya hanya berupa kegiatan PIPPK dan musrembang dan hanya membahas 

masalah-masalah yang terjadi di wilayah mereka tanpa memperhatikan secara 

spesifik terkait hak anak di wilayah mereka. 

 

C. Dukungan 

Keberhasilan implementasi dapat berjalan melalui dukungan sumber daya alam 

dan sumber daya manusia yang terlibat dalam Kebijakan KLA di Kecamatan 
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Batununggal Kota Bandung. Lahan yang terbatas dibeberapa area 

Kec.Batununggal membuat adanya kesulitan dalam memberikan area 

pengembangan anak seperti taman bermain dan taman baca. Pendidikan dan 

kesehatan anak di Kec.Batununggal dapat dikategorikan cukup baik mengingat 

lokasi mereka yang berada di tengah kota memudahkan untuk melakukan 

mobilisasi sehingga tidak ada kesulitan dari 2 hal tersebut. Rata-rata anak di 

Kec.Batununggal telah terdaftar secara resmi di DISDUKCAPIL terkait akta 

kelahiran mereka.  Tidak adanya kekerasan yang terjadi pada anak atau 

kekerasan dalam rumah tangga. Sosialisasi mengenai kesehatan berupa 

gizi,imunisasi selalu dilakukan secara rutin oleh pihak puskesmas dan posyandu 

dibawah pengawasan Kecamatan Batununggal.  

 

D. Pembagian Potensi 

Kurangnya informasi terkait Kebijakan Kota Layak Anak di Kec.Batununggal 

dan rendahnya kemampuan organisasi yaitu perangkat Kec.Batununggal, secara 

langsung menghambat pula pembagian potensi di area tersebut. Pada level atas 

yaitu gugus tugas KLA Kota Bandung yang telah dilakukan pembagian tugas 

sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing berbanding terbalik dengan 

yang terjadi di level kecamatan. Belum adanya pembagian tugas secara rinci 

terkait KLA membuat kebijakan ini belum berjalan secara maksimal.  
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6.2 SARAN 

Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Batununggal terkait kebijakan kota 

layak anak perlu diberikan solusi agar dapat segera diatasi mengingat pentingnya 

anak-anak bagi masa depan bangsa. Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, 

peneliti memberikan saran kepada gugus tugas Kota Bandung agar memberikan 

perhatian lebih kepada kecamatan yang masih rendah informasi terkait Kebijakan 

KLA khususnya Kec.Batununggal yang menjadi objek penelitian saat ini.  

A. Kemampuan Organisasi 

Kecamatan Batununggal dalam hal kemampuan organisasi masih tergolong 

rendah yang berdampak juga dari penyebaran informasi mengenai KLA di 

wilayah tersebut cukup rendah sehingga belum adanya pembagian tugas 

secara khusus dan pemahaman para perangkat kecamatan yang masih 

rendah mengenai KLA. Dibutuhkan koordinasi yang lebih baik dengan cara 

mengadakan pertemuan dengan para aktor baik dilevel atas (antar 

kecamatan dengan dinas) maupun bawah (kecamatan dengan kelurahan 

serta RT dan RW) untuk membahas bukan hanya masalah yang sedang 

terjadi tetapi ikut membahas juga masalah anak dan memunculkan berbagai 

ide inovatif yang dapat membantu pemerintah mewujudkan Kota Layak 

Anak di Bandung. Mengingat anak adalah aset bangsa yang perlu dilindungi 

hak dan keberadaannya. 
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B. Informasi 

Rendahnya informasi mengenai KLA di Kecamatan Batununggal perlu di 

perhatikan lebih lanjut dengan cara melakukan sosialisasi baik oleh Gugus 

Tugas ketiap kecamatan bukan hanya Kecamatan Batununggal saja. Yang 

selanjutnya sosialisasi tersebut dilakukan ke level yang lebih rendah 

(kelurahan ,RT , RW dan masyarakat). Sosialisasi hari ini tidak perlu 

memerlukan banyak dana dan waktu yang dilakukan dapat lebih fleksibel 

mengingat perkembangan teknologi yang semakin canggih dan didukung 

dengan media sosial seperti tiktok dan Instagram yang sedang naik daun, 

memberikan kemudahan bagi para aktor untuk melakukan sosialisasi. 

Sosialisasi juga dilakukan dengan cara yang baru dan mudah dipahami oleh 

masyarakat luas, dapat melalui video ataupun kuis berhadiah yang dapat 

menarik minat orang banyak.  

 

C. Dukungan 

Menjalankan suatu kebijakan dibutuhkan dukungan baik dari pemangku 

kepentingan, masyarakat dan sumber daya lainnya. Lahan yang kecil 

menjadi persoalan utama yang terjadi di Kecamatan Batununggal untuk 

menyediakan fasilitas/taman bermain bagi anak. Pemanfaatan lahan yang 

kecil tadi yang harus dijadikan jalan keluarnya. Fasilitas bermain anak 

bukan hanya seperti yang kita bayangkan, harus berupa ayunan, perosotan 

atau jungkat-jungkit. Disediakannya alat bermain ataupun ruangan yang 

dapat membuat anak berkumpul ditempat yang nyaman dan aman dapat 
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disebut fasilitas atau ruang bermain anak. Guna menghindari hal yang tidak 

diinginkan karena anak-anak yang bermain di jalan yang di lewati oleh 

banyak kendaraan. Tujuan diadakannya area bermain agar anak dapat 

mengebangkan kemampuan diri dan cara mereka untuk bersosialisasi 

dengan teman sebaya lebih mudah. Maka dari itu dibutuhkan perhatian dan 

kesadaran pada orang tua agar memberikan anak-anak kebebasan tetapi 

dengan cara menyediakan area dan memantau kegiatan mereka agar tidak 

terjadi hal yang tidak diinginkan. 
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